
PIMPINAN DPRD KABUPA TEN GOWA 
PROVINS! SULAWESI SELA TAN 

PERATURAN DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA 

NO MOR 36 T AHUN 2022 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERW AKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENtANG TATA TERTIB 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

PIMPINANDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENGOWA 

Menimbang: a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur 
penyelenggara pemerintah daerah memiliki peran dan tanggungjawab 
dalam mewujudkan efisien, efektifitas, produktivitas, dan 
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, 
wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat maka Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa, perlu diubah 
dan ditinjau kembali; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 Undang - Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 24 
ayat (3), Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 
Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa tentang Perubahan kedua 
atas Peraturan DPRD Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2018 tentang 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
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Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daemh-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajak:an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2011  tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5189); 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166); 



/ 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Norn or 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Pemturan Perundang - undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Hannonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6736); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, 
Bupati, Walikota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5586); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

13 Undang-Undang Norn or 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umurn 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6190), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- 

. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umurn (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubemur, Wakil Bupati dan 
Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 367, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5641); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Tertib Dewan Pwewakilan Rakyat Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 
6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keungan; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1951), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan 
Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah 
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/K.ota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 06 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Daernh Kabupaten Gowa Tahun 
2017 Nomor 06). 










